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(PK Diminta Kawal Kasus Dana Covid- 19

Padang, Padek—Koalisi Mas-
yarakat Anti Korupsi Sumbar
terus mengawal dugaan pe-
nyelewengan dana penanga-
nan Covid-19 di Sumbar, teru-
tama mengenai pengadaan
hand sanitizer yang diduga
mengakibatkan kefugian ne-

- garasebesar Rp 4,9 milia.
- Beberapa waktu laly, Koa- -

lisi Masyarakat Anti Korupsi
Sumbar, bertemu dengan Wa-
kil Ketua KPK Nurul Ghufron di
salah satu kafe di Padang, Da-
lam kesempatan itu; Koalisi
Masyarakat Sipil Anti Korupsi

--.Sumbar menyeralikan laporan

hasil pemeriksaan dari Badan

‘Pemeriksa Keuangan (BPK)

terkait dugaan penyimpangan
dana penanganan Covid-19 di
Surmnbar.

<. Koalisi Masyarakat Anti
Korupsi Sunbar yang diwakili

‘oleh Charles Simabura menga-
takan, dalam pertemuan itu .

pihaknya menyampaikan per-
nyataan sikap kepada KPK ter-
kait kasus dugaan penyele-
wengan dana Covid-19.

“Kita berharap KPK mela-
kukan supervisi, bahkan sean-
dainya proses tidak jalan, KPK
akan mengambil alih perkara
itu untuk diselidiki dugaan tin-
dak pidana korupsi atas hasil
daritemuan BPK," kata Charles
yangjuga Pakar Hukum Unand
ini kepada Padang Ekspres
Rabu (17/3) malam. ;)

Ia menjelaskan, pada da-
sarnya pertemuan yang dila-
kukan hanya sebatas silaturah-
mi antara Koalisi Masyarakat
Anti Korupsi $umbar dengan
KPK. “Kitabicara pemberanta-
san korupsi di Sumbar, terus
dengan adanya perkara ini
mohon atensi dan perhatiaan

dariKPK denganadanyatemu-

an dari BPK. Sebab, KPK juga
ikutmengawal secara nasional
penggunaan dana bencana
ini," ungkapnya.

Ta menyatakan, ketika ada
pertemuan sepertiini tidak se-
lesai dengan adanya laporan
dari BPK saja. Tapi KPK juga
memenuhi syarat untuk me-
ngambil alih kasus dugaan
penyelewengan dana pena-
nganan Covid-19 tersebut.

“Jika diduga adanya tindak
pidana tentu ada kewenangan
dari BPK, sehingga KPK juga
bisa melakukan supervisi dan
mengambil alih seandainya

perkara ini tidak jalan,” tera-
ngnya.

Charles berharap aparat
penegak hukum harus men-
velidiki dan memperhatikan
apakah ada dugaan tindak pi-
danakorupsi atau tidak dalam
penyelewengan dana pe-
nanganan Covid-19di Sumbar.

“Bahkan secara ranah hu-
kum keuangan negara itu wa-
laupun mengembalikankeua-
nganriegara, tidakmenghapus
peng-usutan dugaan tindak pi-
dananya,” tandas Charles.

Di samping itu, katanya,
Pansus DPRD sudah menge-
luarkan tigaiekomendasi sete-
lah kerja pansus selesai. Per-
tama pengembalian uang se-
besar Rp4,9 miliar terkait pe-
ngadaan hand sanitizer, kedua
meminta gubernur untuk
memberikan sanksikepada pi-
hak-pihak terkait dan ketiga
meminta aparat penegak hu-
- kum untuk mendalami duga-

" an penyelewengan dana ter-

sebut.

Sementara itu, Wakil Ketua
KPK, Nurul Ghufron menyam-
paikan bahwa KPK akan me-
nganalisis temuan dugaan pe-
nyelewengan dana tersebut.
Jika nantinya menjadi kewe-
nangan KPK, maka akan ditin-
daklanjuti melalui bidang pe-
nindakan. }

. “Kami akan pelajari ter-
tebih dahulu, apakah ini wi-
layah KPK atau tidak. Selainitu,
kami tadinya berharap karena
Pansusdi DPRD telah terbentuk
dan telah selesai bekerja, kami
berharap juga bisa mendapat-
kan hasil kerja dari Pansus un-
tuk dipelajari,’ kata Nurul.

Dalam kesempatanituNu-
rul mengapresiasi gerakan dari
masyarakat terhadap pembe-
rantasan korupsi. Hal ifu, kata
Nurul, juga sejalan dengan per-
juangan KPK yang saat ini te-
ngah menggencarkan pen-
didikan dan partisipasi mas-
yarakatdalam pemberantasan
korupsi.

“Ini sebuah kebanggan,
LSM atau NGO mempunyai
kekuatan yang besar dalam
meningkatkan inisiasi dan tu-
rut serta-meningkatkan kesa-
daran masyarakat, terutama
dalam melakukan pengawa-
san, mulai dari pengawasan
dana desa dan hingga ke pro-
yek-proyekbesar” tukasnya. (r)




